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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas penulis dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus ini berkaitan dengan revisi Pasal 172 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur pemutusan
hubungan kerja bagi pekerja yang mengalami sakit berkepanjangan
atau cacat akibat kecelakaan kerja. Pemohon mengajukan perubahan
agar pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan dengan bukti
rekam medis atau keterangan resmi dari rumah sakit, serta
memberikan kompensasi yang lebih adil bagi pekerja. Jika tidak
direvisi, pasal ini dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)
UUD 1945, yang menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil.
Oleh karena itu, perubahan pasal ini diharapkan dapat memberikan
keadilan bagi pekerja dan pengusaha serta menghindari potensi
masalah hukum di masa depan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XVI/2018 berfokus
pada perlindungan hak pekerja dalam pemutusan hubungan kerja
(PHK). Mahkamah menegaskan bahwa PHK tidak boleh dilakukan
secara sepihak oleh pengusaha tanpa melalui prosedur hukum yang
jelas, karena dapat merugikan pekerja dan bertentangan dengan
prinsip  hubungan industrial yang harmonis. Dalam
pertimbangannya, hakim menekankan bahwa PHK bukan hanya
persoalan administratif, tetapi juga berdampak serius terhadap
keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu,
mekanisme seperti musyawarah, mediasi, dan penyelesaian di
pengadilan hubungan industrial harus ditempuh jika terjadi
perselisihan. Selain itu, putusan ini juga menguji konstitusionalitas
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Ketenagakerjaan, yang membatasi hak pekerja untuk mengajukan
gugatan pembayaran upah atau hak lainnya dalam jangka waktu
dua tahun sejak hak tersebut seharusnya diberikan. Dengan
demikian, putusan ini memperkuat perlindungan pekerja dan
memastikan kepastian hukum dalam dinamika ketenagakerjaan di
Indonesia.

. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77 /PUU-XVI/2018 menegaskan
perlindungan hak-hak pekerja dalam kasus pemutusan hubungan
kerja (PHK) serta memastikan adanya keseimbangan dalam
hubungan industrial. Mahkamah menekankan bahwa pengusaha
tidak dapat melakukan PHK secara sepihak tanpa mengikuti
prosedur hukum yang berlaku, seperti mediasi dan penyelesaian
perselisihan. Putusan ini memperkuat posisi pekerja dan
menegakkan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam
ketenagakerjaan. Selain melindungi pekerja dari PHK yang tidak
sah, keputusan ini juga mendorong pengusaha untuk menaati
peraturan yang berlaku, sehingga hubungan industrial yang lebih
adil dan berkelanjutan dapat terwujud.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XVI/2018 memperkuat
perlindungan hak pekerja dalam pemutusan hubungan kerja (PHK)
dengan menegaskan bahwa PHK harus melalui prosedur hukum dan
tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh pengusaha. Putusan ini
bertujuan mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan
keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha. Mahkamah
menekankan pentingnya mekanisme penyelesaian seperti bipartit,
mediasi, dan pengadilan hubungan industrial agar PHK dilakukan
secara adil dan sesuai hukum. Dengan demikian, putusan ini
memperkuat Kkepastian hukum, menjaga stabilitas hubungan
industrial, dan mendorong terciptanya sistem ketenagakerjaan yang

lebih harmonis dan berkeadilan di Indonesia.
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5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar
Pemerintah perlu merevisi Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan
dengan menambahkan syarat bukti rekam medis sebagai dasar
pemutusan hubungan kerja (PHK) guna memastikan bahwa keputusan
tersebut dilakukan secara objektif dan tidak merugikan pekerja dan
pengusaha. Selain itu, sosialisasi aturan ini harus dilakukan secara luas
agar pekerja dan pengusaha memahami hak serta kewajiban mereka
dalam proses PHK, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang
berpotensi menimbulkan konflik hubungan industrial. Mekanisme
penyelesaian sengketa juga perlu diperkuat dengan optimalisasi peran
mediasi, bipartit, dan pengadilan hubungan industrial untuk menjamin
proses PHK berlangsung sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Regulasi terkait PHK harus seimbang antara perlindungan pekerja dan
keberlanjutan usaha, sehingga tidak menghambat pertumbuhan
ekonomi namun tetap menjaga hak pekerja dari tindakan PHK yang
sewenang-wenang. Selain revisi regulasi, pemerintah juga perlu
memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan aturan ini
guna memastikan efektivitas dan kepatuhannya di lapangan. Dengan
adanya sistem pengawasan yang baik, praktik PHK dapat berjalan
sesuai dengan ketentuan hukum tanpa adanya penyalahgunaan oleh
pihak pengusaha. Untuk mendukung hal ini, pemerintah dapat
berkolaborasi dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha dalam
merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri

sekaligus melindungi hak-hak pekerja secara optimal.
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